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ABSTRAK:

CATATAN:

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya perlu dijamin guna
mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan manusia hingga perseorangan
dan untuk menjamin kebutuhan pangan dan gizi masyarakat perlu adanya pengaturan
terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan di tingkat daerah

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5
Tahun 1990; UU No.5 Tahun 1994; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2009; UU
No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun
2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No.9 Tahun 2015; PP No.22 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana diubah
dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.13 Tahun 1994; PP No.8 Tahun 1999; PP
No.27 Tahun 1999; PP No.82 Tahun 2000; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun
2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011;
Perda Kutai Kartanegara No.8 Tahun 1999

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup penyelenggaraan pangan dan
gizi yaitu adanya ketersediaan pandan dan distribusi pangan; cadangan pangan
daerah; penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat; pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan; dan keamanan pangan. Selain itu juga diatur terkait
kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi; peran serta masyarakat;
pengembangan sumber daya manusia; pemberian sanksi administratif atas
penyimpangan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi.
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